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KATA K
PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2023.

Dalam rangka penyelenggaraan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan Kinerja di Biro Hukum, disusun Laporan Kinerja Tahun 2023 dimana telah
ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023, sebagai bentuk akuntabilitas
organisasi kepada pimpinan dan publik atas amanat tanggung jawab yang
telah dipercayakan kepada kami. Laporan ini mendeskripsikan rencana kinerjaq,
pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, inovasi,dan achievement dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Hukum.

Laporan Kinerja Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan
bermanfaat bagi Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
maupun pihak pihak lain. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan,
tanggapan, maupun saran yang membangun demi kesempurnaan dan kelancaran
dalam pencapaian target kinerja di tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan
transparansi dalam pelaksanaan good governance.

Terimna kasih kami ucapkan kepada semua pihak, baik di internal maupun eksternal
Biro Hukum atas segala dukungan dan kerja samanya sehingga seluruh kegiatan Biro
HukumTahun 2023 dapat terlaksana dengan baik




Ringkasan
Eksekutif

Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2023 berisikan tentang capaian,

tantangan, dan kegiatan yang dihadapi Biro Hukum dalam rangka
pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selama tahun
2023, Biro Hukum telah mengalami penyesuaian Perjanjian sebanyak 3
(tiga) kali. Pada pengesahan tanggal 9 Januari 2023, Biro Hukum *
menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan menetapkan 14 IKU.
Pada tanggal 20 Maret 2023 mengesahan 16 IKU untuk penyesuaian Tim
Kerja sebagaimana pasca penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan ‘
Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk
Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan Kepmen KP 43/2023, berikut merupakan IKU yang mengalami
perubahan yaitu 1) Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi
di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani, 2)
Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani, 3) Perjanjian
Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani,
4) Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang
Diberikan Pertimbangan Hukum. Pada 21 November 2023, telah ditetapkan
Perjanjian Kinerja sebanyak 16 IKU, terdapat perubahan IKU pada Sasaran
Kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik lingkup
Biro Hukum yaitu Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hukum menjadi Nilai
Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum dan penyesuaian nomenklatur
sebagaimana roadmap RB KKP yaitu Nilai Penilaian Mandiri Reformasi
Hukum KKP menjadi Indeks Reformasi Hukum KKP.

Pada tahun 2023, terdapat 2 Sasaran Kegiatan dan 16 indikator kinerja.
Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan secara berkala. Pencapaian
atas target indikator akan menjadi Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya
disingkat menjadi NKO. NKO atau nilai pencapaian sasaran Kegiatan Biro

Vi
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Hukum pada Tahun 2023 mencapai 110,90%, dengan rincian sebagai

berikut

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

PK 2023

Target

Capaian

Tata Kelola Pemerintahan|
Yang Baik di
Penyiapan Produk Hukum

Bidang

Nilai Komponen RB KKP yang Menjadi
Tanggung Jawab Biro Hukum

Nilai

4,32

4,49

KKP

Indeks Reformasi Hukum KKP

Indeks

79

96,44

Indeks Kualitas Kebijakan KKP

Indeks

65

83,34

Persentase Penyelesaian Program
Penyusunan Peraturan Menteri dan
Keputusan Menteri di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

%

100

100

Permasalahan Hukum melalui jalur|
pengadilan/litigasi  di  Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

lyang Ditangani

%

100

160

Permasalahan Hukum di luar jalur]
pengadilan/nonlitigasi di  Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

lyang Ditangani

%

100

100

Perjanjian Nasional Bidang Kelautan
dan Perikanan yang Siap untuk

Ditandatangani

%

100

109,09

Instrumen Hukum Internasional Bidang

Kelautan dan  Perikanan  yang

Diberikan Pertimbangan Hukum

%

100

120

Nilai

Dokumentasi dan

Kinerja Pengelolaan Jaringan
Informasi Hukum
(JDIH) Kementerian Kelautan dan

Perikanan

Nilai

91

98

Terwujudnya Layanan

Dukungan Manajemen

10.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro
Hukum

Nilai

80,5

87,6

%
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan PK 2023
Target |Capaian %
yang Baik Lingkup Biro 11.Indeks Profesionalitas ASN Biro| Indeks 79 89,64
Hukum Hukum
12.|Persentase Penyelesaian Temuan|Persentase| 100 100
BPK di Lingkup Biro Hukum
13.|Persentase Unit Kerja  yang|Persentase 92 133,33
Menerapkan  Sistem  Manajemen
Pengetahuan yang Terstandar di
Lingkungan Biro Hukum
14.|Persentase Rekomendasi HasilPersentase 75 100
Pengawasan yang Dimanfaatkan
untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum
15.|Persentase Penyerapan Anggaran|Persentase| 95 99,31
Biro Hukum
16.[Persentase Penyelesaian Program|Persentase| 100 100
Penyusunan Peraturan Perundang-|
undangan Bidang Pengelolaan
Regulasi dan Advokasi

Untuk mendukung pencapaian kinerja di atas, Biro

anggaran sebesar Rp13.001.664.000 dengan realisasi

dengan rincian sebagai berikut

Hukum mengelola
Rp12.912.457.558,

o Realisasi _
No. Rincian Ouput Pagu Sisa
Keuangan %
1 | Layanan Hukum 6,090,564,000 6,075,912,664 | 99.76% 14,651,336
o |layananBantuan |\ 4 549985000 | 1510256309 | 99.89% 1,725,691
Hukum
3 | Layanan Umum 3,336,576,000 3,303,292,989 |  99.00% 33,283,011
g | EESEIET 2,062,542,000 2,022,995,596 98.08% 39,546,404
Perkantoran
TOTAL 13,001,664,000 | 12,912,457,558 |  99.31% 89,206,442

viii
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Pada tahun 2023, terdapat beberapa prestasi yang telah di peroleh Biro
Hukum. Hal ini menjadi suatu pembuktian atas kinerja Biro Hukum dan
pemacu untuk berkinerja dengan lebih baik. Berikut beberapa prestasi yang
telah diraih, diantaranya

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meraih penghargaan
sebagai Anggota JDIH Nasional Terbaik V Tingkat Kementerian ,
pada JDIHN Award Tahun 2023.
b. Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih penghargaan Juristica '
Awards 2023 dengan kategori JDIH dengan Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Terbaik.
c. Selama 2023, terdapat 7 Kasus Inkracht dan seluruhnya
dimenangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP
melalui Biro Hukum telah menyelamatkan potensi pengeluaran

negara sebesar Rp4,3 Triliun.

Selain memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan
rancangan peraturan perundang- undangan, rancangan perjanjian, hukum
internasional bidang kelautan dan perikanan, advokasi, dokumentasi, dan
informasi hukum, Biro Hukum se melakukan kegiatan sosialisasi peraturan
perundang—undangan, juga melaksanakan kegiatan konsultasi publik yang
merupakan salah satu tugas dan fungsi Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Kelautan dan Perikanan guna memberikan informasi kepada
publik sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan. Pada tahun 2023, Biro Hukum telah melaksanakan

18 kegiatan yang terdiri dari
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Peraturan Menteri
Kelautan dan
Perikanan tentang
Perubahan Kedua
atas Peraturan
Menteri  Kelautan
dan Perikanan
Nomor 31 Tahun
2021 tentang
Pengenaan Sanksi
Administratif di
Bidang Kelautan
dan Perikanan dan
Rancangan
Perubahan
Peraturan Menteri
Kelautan dan
Perikanan Nomor
23 Tahun 2021
tentang  Standar
Laik Operasi dan
Sistem
Pemantauan Kapal
Perikanan

dan Perikanan Kota Bitung,
Unit Pelaksana Teknis
KKP, satuan kerja
perangkat daerah Provinsi
Sulawesi Utara, Akademisi
Universitas Negeri
Manado, Akademisi
Universitas Sam Ratulangi,
penyuluh  perikanan di
Provinsi Sulawesi Utara,
dan Pelaku usaha
subsektor pengelolaan
ruang laut dan subsektor
perikanan tangkap, di
Provinsi Sulawesi Utara
dan sekitarnya baik
perseorangan maupun
badan hukum

No Acara Tempat Peserta Dokumentasi
Pelaksanaan

1.| Konsultasi Publik | Novotel Kementerian  Koordinator
Rancangan Samator Bidang Perekonomian,
Peraturan Surabaya Kementerian  Koordinator
Pelaksanaan Bidang Kemaritiman dan
Peraturan Presiden Investasi, Sekretariat
Nomor 126 Tahun Kabinet, Kementerian
2022 tentang Perindustrian, Kementerian

Percepatan Perdagangan,
Pembangunan Kementerian  Kesehatan,
Pergaraman Kementerian PUPR, BPPT,
Nasional BMKG, BIG, BSN, Instansi
Terkait, Akademisi, Pelaku

Usaha

2. Konsultasi Publik 2 | Hotel  Swiss- | Unit kerja eselon | terkait di
(dua) Rancangan | Belhotel lingkungan KKP, Dinas
Peraturan Menteri | Maleosan Kelautan dan Perikanan
Kelautan dan | Manado Provinsi Sulawesi Utara,
Perikanan  yakni Dinas Pertanian, Kelautan,
Rancangan dan Perikanan Kota
Perubahan Manado, Dinas Kelautan
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Peraturan Menteri
Kelautan dan
Perikanan tentang
Peraturan
Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah Nomor
11 Tahun 2023
tentang
Penangkapan |kan
Terukur

Kelautan, dan Perikanan
Kota Bitung, Akademisi
Universitas Sam Ratulangi,
pelaku usaha/asosiasi/
LSM di Provinsi Sulawesi
Utara

No Acara Tempat Peserta Dokumentasi
Pelaksanaan
3. Konsultasi  Publik | The Luxton | Kementerian/
Rancangan Cirebon Hotel | lembaga, instansi terkait,
Peraturan Menteri | & Convention akademisi, lembaga
Kelautan dan sertifikasi produk, pelaku
Perikanan tentang usaha
Pemberlakuan
Secara Wajib
Standar Nasional
Indonesia Tuna
dalam  Kemasan
Kaleng dan
Standar Nasional
Indonesia Sarden
dan Makerel dalam
Kemasan Kaleng
4. Sosialisasi Hotel Aryaduta | Unit kerja eselon | terkait di
Peraturan Manado lingkungan KKP,
Pemerintah Nomor Pelabuhan Perikanan
11 Tahun 2023 Samudera Bitung, Dinas
tentang Kelautan dan Perikanan
Penangkapan lkan Provinsi Sulawesi Utara,
Terukur dan Dinas Pertanian, Kelautan,
Konsultasi  Publik dan Perikanan Kota . I8 e
Rancangan Manado, Dinas Pertanian, prepng Lfges
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Pemerintah Nomor
11 Tahun 2023

tentang
Penangkapan lkan
Terukur dan
Konsultasi  Publik
Rancangan
Peraturan Menteri
Kelautan dan
Perikanan tentang
Peraturan
Pelaksanaan
Peraturan

Pemerintah Nomor
11 Tahun 2023
tentang
Penangkapan lkan
Terukur

Batam

Pangkalan PSDKP Batam,
Stasiun KIPM | Batam,
Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Riau,

Dinas Perikanan Kota
Batam, Akademisi
Universitas Maritim Raja Al
Haji, Pelaku

Usaha/asosiasi/ LSM di
Provinsi Kepulauan Riau

No Acara Tempat Peserta Dokumentasi
Pelaksanaan
5. Sosialisasi Hotel Harris | Unit kerja eselon | terkait di
Peraturan Sentraland, lingkungan KKP, Balai
Pemerintah Nomor | Semarang Besar Penangkapan Ikan
11 Tahun 2023 Semarang, Pelabuhan
tentang Perikanan Nusantara
Penangkapan lkan Pekalongan,  Pelabuhan |
Terukur dan Perikanan Nusantara
Konsultasi  Publik Kejawanan, Dinas
Rancangan Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Provinsi Jawa Tengah,
Kelautan dan Pelabuhan Perikanan
Perikanan tentang Pantai Tegalsari,
Peraturan Pelabuhan Perikanan
Pelaksanaan Pantai Klidanglor,
Peraturan Pelabuhan Perikanan
Pemerintah Nomor Pantai Morodemak,
11 Tahun 2023 Pelabuhan Perikanan
tentang Pantai Bajomulyo,
Penangkapan lkan Pelabuhan Perikanan
Terukur Pantai Larangan,
Pelabuhan Perikanan
Pantai Asemdoyong,
Pelabuhan Perikanan
Pantai Wonokerto,
Pelabuhan Perikanan
Pantai Tawang, Pelabuhan
Perikanan Pantai
Karimunjawa, Dinas
Perikanan Kota Semarang,
Akademisi Universitas
Diponegoro, Asosiasi dan
Pelaku Usaha Perikanan di
Provinsi Jawa Tengah
6. Sosialisasi Swiss-Belhotel | Unit kerja eselon | terkait di
Peraturan Harbour Bay | lingkungan KKP,
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Dokumentasi

KONSULTASI PUBLIK

PENGENAAN KEWAJIBAN

DHE SDA KE DALAM SKI
LASA. 27 20N 2023

Laut

No Acara Tempat Peserta
Pelaksanaan

7. Konsultasi  Publik | Konferensi Perwakilan ~ Kementerian
Pengenaan video Koordinator Bidang
Kewajiban  Untuk Perekonomian,
Memasukkan Kementerian Keuangan
Devisa Hasil (Direktur Teknis
Ekspor dari Barang Kepabeanan dan
Ekspor Sumber perwakilan Direktorat
Daya Alam ke Jenderal Bea dan Cukai),
dalam Sistem Bank Indonesia, pelaku
Keuangan usaha bidang kelautan dan
Indonesia perikanan, dan KKP

(Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut, Direktorat
Jenderal PDSPKP, BKIPM,
dan Biro Hukum);

8. Sosialisasi Swiss-Belhotel | Pemerintah daerah/instansi
Peraturan Lampung terkait, Non-Govermental
Pemerintah Nomor Organization (NGO),
26 Tahun 2023 akademisi, dan pelaku
tentang usaha
Pengelolaan Hasil
Sedimentasi di
Laut dan
Konsultasi  Publik
Rancangan
Peraturan Menteri
Kelautan dan
Perikanan tentang
Peraturan
Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah Nomor
26 Tahun 2023
tentang
Pengelolaan Hasil
Sedimentasi di

-
5.432077388.105.25753089E £5;

Kecamatan Teluk Betung
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No Acara Tempat Peserta Dokumentasi
Pelaksanaan
9. Sosialisasi Swiss-Belinn Kementerian  Koordinator
Peraturan Modern Bidang Kemaritiman dan
Pemerintah Nomor | Cikande Investasi, BPKP,
26 Tahun 2023 Pemerintah daerah/instansi
tentang terkait, Non-Govermental
Pengelolaan Hasil Organization (NGO),
Sedimentasi di akademisi, dan pelaku
Laut dan usaha
Konsultasi  Publik
Rancangan
Peraturan Menteri
Kelautan dan
Perikanan tentang
Peraturan
Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah Nomor
26 Tahun 2023
tentang
Pengelolaan Hasil
Sedimentasi di
Laut
10. | Konsultasi  Publik | Anugrah Hotel | Instansi terkait, akademisi, i
Rancangan Sukabumi pelaku usaha, Kelompok ' 1 | . - .
Peraturan Menteri Nelayan Lobster Sukabumi | | B ' “‘
Kelautan dan , % "‘ ; ;
Perikanan tentang i ) N
Penangkapan, «09:07%01 By 1
Pembudidayaan, 29-09-2023 Jumatege
dan Pengelolaan e~
Lobster (Panulirus Sukabumi Kota 4375,
spp.), Kepiting S
(Scylla spp.), dan N——
Rajungan
(Portunus spp.)
11. | Konsultasi  Publik | Harris Hotel & | Unit kerja eselon | terkait di
Rencana Conventions, lingkungan KKP, Dinas
Pengesahan Cape | Denpasar, Bali | Kelautan dan Perikanan
Town Agreement Provinsi Bali, Dinas
2012 (Konvensi Perikanan dan Ketahanan
Internasional IMO Pangan Kota Denpasar,
terkait Pelabuhan Perikanan
Keselamatan Nusantara
Kapal Penangkap Pengambengan,
Ikan) Pangkalan PSDKP Benoa,

Kantor Kesyahban-daran
dan Otoritas Pelabuhan
Kelas Il Benoa, Asosiasi

dan Industri Perikanan di
Provinsi Bali

Xiv




Rin
Ek

9
se

kasan
kutif

No Acara Tempat Peserta
Pelaksanaan
12. | Konsultasi  Publik | Harris Hotel & | Unit kerja eselon | terkait di
Revisi  Peraturan | Residences lingkungan KKP, Dinas
Pemerintah Nomor | Sunset Roada, | Kelautan dan Perikanan
5 Tahun 2021 | Kuta, Bali Provinsi Bali, Dinas
tentang Perikanan dan Ketahanan
Penyelengga-raan Pangan Kota Denpasar,
Perizinan Dinas Penanaman Modal
Berusaha Berbasis dan Pelayanan Terpadu
Risiko Sektor Satu Pintu Provinsi Bali,
Kelautan dan Pelabuhan Perikanan
Perikanan Nusantara
Pengambengan,
Pangkalan PSDKP Benoa,
BKIPM Kelas | Denpasar,
Asosiasi/Pelaku Usaha di
Provinsi Bali
13. | Pendalaman Grand Candi | 27 (dua puluh tujuh) orang
Materi Jabatan | Hotel, Jalan | pejabat fungsional
Fungsional Sisinga perancang peraturan
Perancang mangaraja No. | perundang-undangan dan
Peraturan 16, Kaliwiru, | 32 (tiga puluh dua) orang
Perundang- Kec. Candisari, | pejabat fungsional analis
undangan dan | Kota hukum  di  lingkungan
Analis Hukum di | Semarang, Kementerian Kelautan dan
Lingkungan Jawa Tengah Perikanan, selain itu turut
Kementerian hadir  perwakilan  dari
Kelautan dan Pemerintah Daerah
Perikanan Provinsi Semarang,

Pemerintah Daerah Kota
Semarang, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten
Semarang

Dokumentasi

XV
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No Acara Tempat Peserta Dokumentasi
Pelaksanaan
14. | Focus Group Hotel Aryaduta | dihadiri oleh perwakilan
Discussion Hasil Jakarta dari Kementerian
Perundingan Koordinator Bidang

Delimitasi Batas Kemaritiman dan Investasi,
Maritim dan Peta Kementerian
Wilayah Koordinator Bidang Politik,
Pengelolaan Hukum, dan Keamanan,
Perikanan Kementerian Luar Negeri,
Negara Republik Kementerian Energi dan
Indonesia, Sumber Daya Mineral,
Badan Informasi
Geospasial,

Pushidrosal, dan KKP
(Setditjen Pengelolaan .
Ruang Laut, Dit. i Focus Group

DISCUSSION

Perencanaan

Ruang Laut, Setditjen
Perikanan Tangkap, Dit.
Pengelolaan Sumber Daya
Ikan,

Setditjen Pengawasan
Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan, Dit.
Penanganan

Pelanggaran, Dit.
Pemantauan dan Operasi
Armada, Setitien, Biro
Humas dan Kerja Sama
Luar Negeri, dan Biro
Hukum)
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No Acara Tempat Peserta Dokumentasi
Pelaksanaan
15. | Reviu Perjanjian Hotel Ibis | perwakilan dari KKP
Penggunaan Styles (Setditien PT, Dit
Sebagian Semarang Kepelabuhanan Perikanan,
Tanah/Bangunan Simpang Lima | PPS dan PPN di
di Kawasan lingkungan Ditjen PT, Itjen,
Pelabuhan Biro Keuangan, dan Biro
Perikanan Sebagai Hukum) dan Biro Hukum
Tindak Lanjut LHP Pemerintah Provinsi Jawa
BPK Tengah
Semarangpgee?Z{ZQ
Semarang City
Central Java
16. | Pendalaman Savero Style | Sebanyak 75 (tujuh puluh odong- undanga .
Materi Jabatan Hotel  Bogor, | lima) orang pejabat (.,lmpgiﬁngunKeme'“e""""e"’"“’" '
Fungsional Jawa Barat fungsional perancang
Perancang peraturan perundang-
Peraturan undangan dan analis
Perundang- hukum serta pegawai di
undangan dan lingkungan Kementerian
Analis Hukum di Kelautan dan Perikanan
Lingkungan yang berminat untuk
Kementerian pindah ke dalam jabatan
Kelautan dan fungsional perancang
Perikanan peraturan perundang-
undangan dan analis
hukum
17. | Pelaksanaan Semarang Para Perancang dan

Pendalaman
Materi Jabatan
Fungsional
Perancang
Peraturan
Perundang-
Undangan dan
Analis Hukum di
Lingkungan
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Analis Hukum di
Lingkungan KKP
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No Acara Tempat Peserta Dokumentasi
Pelaksanaan
18. | Forum Hukum Bandung Seluruh unit kerja di KKP,
2023 akademisi, pelaku usaha
bidang KP, stakeholder

bidang KP

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2023, Biro Hukum telah
menyelesaikan target dengan sangat baik dan optimal. Untuk
mempertahankan capaian kerjanya, terdapat beberapa hal yang sudah
disiapkan dalam menentukan target dan rencana kerja di Tahun 2024
antara tain

1. Biro Hukum telah menetapkan rencana kerja yang terdiri dari 2 sasaran
kinerja dan 16 turunannya;

2. Pada tahun 2024 terdapat pengurangan 1 IKU terkait Komponen Nilai
RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum dikarenakan pada
tahun 2024 IKU tersebut diubah menjadi konsep RB Tematik,
merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau
mengatasi akar permasalahan tata kelola  pemerintahan
(debottlenecking) yang akan dirasakan secara langsung oleh
masyarakat.

3. Berdasarkan hasil Dialog Kinerja Organisasi di Lingkungan Sekretariat
Jenderal KKP, Biro Hukum diusulkan untuk penilaian inovasi pelayanan
publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

4. Dalam menindaklanjuti masukkan dan catatan untuk optimalisasi tugas
dan fungsi, Biro Hukum akan melakukan perbaikkan internal dalam
penyusunan PUU, Bantuan Hukum, dan Penyusunan Rancangan

Perjanjian dan Hukum Internasional.
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5. Biro Hukum akan melakukan koordinasi eksternal untuk indikator kinerja
yang dinilaika oleh K/L lain.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, diharapkan dapat

menjadi memotivasi aparatur negara di Lingkungan Biro Hukum untuk

meningkatkan kinerjanya, sehingga dadaran dan tujuan yang ditargetkan

dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun dapat dicapai dengan baik.

Rangkuman keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Hukum

dapat dilihat pada tabel aplikasi Kinerjaku untuk Tahun 2023.
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Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik
dan terpercaya diperlukan penyelenggaraan SAKIP yang mengintegrasikan dari
sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan program, dan
kegiatan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja. Berdasarkan
Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi latar belakang penyusunan laporan
kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dijelaskan juga tujuan dari
penyusunan laporan kinerja yaitu memberikan informasi kinerja yang terukur
kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan seharusnya
dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2023 merupakan gambaran kinerja Biro
Hukum termasuk pengukuran dan evaluasi serta hasil analisis terhadap kinerja
pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama
tahun 2023, serta bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada Biro Hukum atas penggunaan anggaran.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai laporan atas kinerja
yang telah diperjanjikan kepada Sekretaris Jenderal, memberikan informasi kinerja
kepada publik atas kinerja yang seharusnya tercapai, dan sebagai upaya

perbaikan berkesinambungan bagi Biro Hukum untuk meningkatkan kinerjanya di

kemudian hari dan juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja
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setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan sekaligus untuk
mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

1.1. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1114), Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja eselon Il yang berada di
bawah Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan

struktur organisasi sebagai berikut

SEKRETARIS JENDERAL

BIRO HUKUM

| <ooroDinaTOR
DAN HHH
KELOMPOK
JABATAN
NAL

Gambar 1
Kedudukan Biro Hukum

1.2. Tugas, Fungsi, Program, dan Kegiatan Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, rancangan
perjanjian, hukum internasional bidang kelautan dan perikanan, advokasi,
dokumentasi, dan informasi hukum. Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum

menyelenggarakan 4 (empat) fungsi yang terdiri dari

1. Penyusunan Rancangan PUU, Koordinasi dan fasilitasi perencanaan,
penelaahan, penyusunan, pembahasan, dan harmonisasi rancangan

peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum, serta monitoring,

CE OEA
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evaluasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di Bidang

Kelautan dan Perikanan:;

2. Advokasi dan Bantuan Hukum, Koordinasi dan fasilitasi konsultansi
hukum, pendapat hukum, pendampingan, penyelesaian perkara hukum,

dan diseminasi hukum

3. Rancangan Perjanjian dan Hukum Internasional, Koordinasi dan fasilitasi
perencanaan, penelaahan, penyusunan, dan pembahasan rancangan

perjanjian dan hukum internasional di bidang kelautan dan perikanan

4. Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pengelolaan dokumentasi dan

informasi hukum; dan
5. Dukungan Manajemen, Pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Program dan kegiatan Biro Hukum secara konsisten mendukung
pelaksanaan program Sekretariat Jenderal melalui Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas
terdapat satu Kepala Biro dan 6 ketua tim kerja yaitu

a. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan I;
b. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan ll;
c. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan lll;
d. Ketua Tim Kerja Advokasi dan Bantuan Hukum;

e. Ketua Tim Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional,

f. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen.

Ol Oy



LAPORAN 2023 ?ﬁ' |* 513
KINERJA BIRO HUKUM A [

Gambar 2
Susunan Keanggotaan Tim Kerja

1.3. Sumber Daya Manusia Biro Hukum

Sumber daya manusia adalah aset utama organisasi dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Biro Hukum. Pada tahun 2023, total
pegawai Biro Hukum sebanyak 48 orang yang terdiri dari jabatan pimpinan
tinggi pratama, pejabat fungsional, dan pejabat administrasi dengan komposisi

sebagai berikut
"y Cms oy Total 48
’ Pegawal

'ﬂ | e

Baby Boomers Gen X GenY GenZ

3 Pegawai 22 Pegawai 14 Pegawai 3 Pegawai
Gambar 3

Demografi Pegawai Biro Hukum
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